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1.

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL,
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan
pembangunan daerab guna meningkatkan capaian kineria
penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas
dan kuantitas pelavanan yang langsung menyentuh
kebutuhan masyarakat. baik aspek pembangunan,
pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. diperlukan
perencanaan  pembangunan yang  berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan;

babwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan
daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. perlu disusun
rencana strategis perangkat daerah;

bahwa untuk membenkan pedoman dalam perencanaan
strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati
setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah
ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
Pasal 273 ayat {1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
lentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029:

Pasal 18 ayat [6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan

2. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasiona! (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7060);

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnyva
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perericanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah vyang
selanjutnva disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adaiah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 {lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang
selanjutnya disingkat RPJMD adajah dokumen perencanaan
Daerah untuk penode 5 {lima] tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja. Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu} tahun.
Pemerintah Daerah adalah Bupau sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
Kewenangan daerah otonom.



(1)
{2)

3]

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Duaerah.
Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada RPJMD,

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintaharn Pilthan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif,

Pencapaian masaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstrs Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerinteh nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB I
SISTEMATIKA

Pasal 4

{1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB1 PENDAHULUAN

BABIl GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BABIIl TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN

BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGQARAAN BIDANG URUSAN

BABYV PENUTUP

(2) Rensira Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darn Peraturan Bupat ini.




BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra Perangkat Daemah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rensua Perangkart
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan perencanaarn.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal &

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Benta Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Bernta Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini muiai berlaku maka:

a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomoer 56 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Dgerah Kabupaten Gunungkidu! Tahun 2021
Nomor 56);

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupat Gunungkidul Nomor 2! Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kahupaten Gunungkidul Tahun 2024 Namor 21},

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
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1.1

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 “mahurn 2e2y

TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis
strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Carg Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Mene¢ngah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daecrah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul dan bersifat
indikatif,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan
bahwa setiap Perangkat Dacrah diwajibkan untuk menyusun rencana
kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka
menengah (lima tgshunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra)
maupun jangka pendek (tahunan} dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).
Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S ({lima) tahun. Dalam penyusunan
Renstra BPBD dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan
Bappeda Kabupaten Gunungkidul dan pemangku kepentingan.
Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan
Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daecrah seclaras dengan
Peratiuran Daerah tentang RPJMD.









1.3

19. Peraturan Bupati no 24 Tahun 2025 tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul;

20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

21. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Normor 24 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyempumnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud

a. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit
kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam
mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk
Jangka waktu tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam
rencana kerja tahunan.

b. Sebagai kerangka dasar bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur
dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.

c. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan
dan penyampaian laporan kinerja BPBD Kabupaten
Gunungkidul atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
terukur.

1.3.2 Tujuan

a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan cleh pimpinan
organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan
seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk
pencapaian tujuan organisasi,

b. Tersedianya instrurnen awal untuk dijadikan pengukuran
pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak
daiam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

c. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang
berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.

d. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kineria
yvang terukur

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun
dengan sisternatika sebagai berikut :
BAB | Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistemnatika Penulisan
BAB |l Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat
Daerah
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Daerah
2.1.4 Tantangan dan Peluang
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah
22,1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis



BAB IlI Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1
3.2
3.3
3.4

Visi Misi dan program prioritas Pemnbangunan daerah
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Strategi Perangkat Daerah

Penahapan Renstra

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

Program Perangkat Daerah;

Kegiatan Perangkat Daerah ;

Sub Kegiatan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Perangkat
Daerah;

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup



BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, menyebutkan bahwa tugas
BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan
bencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 3 Tahun 2021 tersebur, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dengan klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan
bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

1. Tugas BPBD

Berdasarkan Pasal 101 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44

Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas BPBD adalah

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana

Teknis pade Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 5

menyebutkan bahwa UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas

menyelenggarakan pengamanan terhadap ancaman bencana
kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan.
2. Fungsi BPBD

Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44

Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, fungsi BPBD, antara lain:

a. perumusan kebijeskan umum di bidang penanggulangan
bencana;

b. perumusan kebijjakan teknis di bidang penanggulangan
bencana;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penanggulangan bencana;

d. penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebjjakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
merate;

e. penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

~L

’







Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaksana
Tugas : melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi

yang mecliputi: prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca

bencana.

Fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penaggulangan bencana;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penaggulangan bencana;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penaggulangan bencana;

d. pengocordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah
lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga
usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap
prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana;

€. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah lain
yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;

{. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan
Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada
di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;

g. pengoordinasian relormasi birokrasi, sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya
pemerintahan Badan;

h. penyelenggaraan sistem pengendalian interm di bidang
penanggulangan bencana;

i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana,;

j- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
bidang penanggulangan bencana; dan

k. pengelolaan UPT.

2. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sckretariat.
Sekretaniat Unsur Pelaksana mempunya: tugas melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan
masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan
fungsional.

Fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan
teknis di bidang penanggulangan bencana;

c. pengoardinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,
rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran
Badan;

d. penyusunan rencana kerja sama Badan;

. penyusunarn perjanjian kinerja Badan;
penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
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g pelaksanaan analisis dan penyajian data di  bidang
penanggulangan bencana;

h. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang
penanggulangan bencana;

i. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan;

penyusunan laporan kinerja Badan;

pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan

Badan;

pengeordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;

m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
Badan;

n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
Badan;

0. penyiapan bahan dan penatausahaan di bidang penanggulangan
bencana;

p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan
prasarana serta hubungan masyarakat;

g. pelayanan administratif dan fungsional;

r. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerinteh, zona integritas, dan budaya pemerintahan
Sekretariat;

8. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;

t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoran, dan
petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan

u, pelaksanaan menitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Sekretariat.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu 2 sub

bagian yaitu:

1} Subbagian Umum
Subbagian Umum mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan
kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan,
kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta
pengelolann barang milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, Subbagian Umum mempunyai [ungsi :

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian

e

g
3

Umurn;
- pelaksanaan koordinasi dan  pengelolaan  peraturan
perundangundangan;

- pengelolaan persuratan dan kearsipan,;

- pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;

- penyusunan rincian tugas Badan;

- pengelolaan urusan rumah tangga;

- pengelolaan barang milik daerah;

- pengelolaan perpustakaan dinas;

- pelaksanaan hubungan masyarakat;

- penyusunan rencana kerja sama;

- pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan
publik Badan;

- pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;

- pengelolaan perjalanan dinas;
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2)

pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan
kompetensi pegawai;

pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
pelaksanaan pengembangan pegawai;

penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;

penyelenggaraan sistem pengendalian interm  Subbagian
Umum;

penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Umum,

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan dan pengadministrasian
keuangan. Fungsi:

penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;

perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;

penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang
perencanaarn dan keuangan,

penyusunan rancangan kebijakan umum Badan;

pelaksanaan analisis dan penyajian data;

pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi di
bidang penanggulangan bencana daerah;

penyusunan rencana umum, rencana sirategis, rencana kerja
dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
Badan;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan
prograrn dan kegiatan Badan;

penyiapan bahan pengendalian kegiatan Badan;

penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan
kegiatan Badan;

penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

pengelolaan  administrasi  keuangan, verifikasi, dan
perbendaharaan Badan;

penyusunan laporan keuangan;

penyiapan behan perhitungan anggaran Badan;

pelaksanaan reformasi birckrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi  pemerintah, zona integritas, dan budaya
pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;

penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan,
dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
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3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi
mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan mitigasi
bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk
menyelenggarakan  tugas dimaksud, Bidang  Pencegahan,
Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan,
Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan mitigasi
bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi,
c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pencegahan
dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan
rekonstruksi;
d. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan
Bidang  Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan
Rekonstruksi;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pencegahan,
Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pencegahan dan mitigasi bencana,
kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca
Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3
(tiga) kelompok kerja, yang memiliki tugas dan fungsi:
1) Pelaksanaan tugas bidang pencegahan bencana
- penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan
mitigasi bencana;

- pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;

- penyelenggaraan anelisis, penyusunan, penetapan, dan
penginformasian peta rawan bencana;

- pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini
bencana,; dan

- penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan
risiko bencana;
2) Pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan bencana
- penyelenggaraan dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana
dan peningkatan peran serta masyarakat;

- pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam penanggulangan bencana,

- penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan
prosedur penanggulangan bencana; dan

- peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana
melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi
penanggulangan bencana;
3) Pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
- pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana;

- pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana;

- pelaksanaan koordinasi rehabilitasi pada wilayah pasca
bencana;

- pelaksanaan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pada

wilayah pasca bencana; dan 12




- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan

bencana pada pasca bencana
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas

menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan

operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi
dan logistik. Fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;

b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan
operasional penanggulangan bencana;

d. penyedinan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan
logistik serta peralatan penanggulangan bencana;

e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan
Bidang Kedaruratan dan Logistik;

f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Kedaruratan
dan Logistik;

g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang kedaruratan dan logistik; dan

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Kedaruratan dan Logistik
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kedaruratan

dan Logistik dibantu cleh 2 (dua} kelompok kerja :

1} Pelaksanaan tugas bidang kedaruratan
- pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat benicana,

- pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daysa;

- penentuan strategi keadaaan darurat bencana;

- penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
saat tanggap darurat bencana; dan

- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat bencana

2) Pelaksanaan tugas bidang logistik dan peralatan
- penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan logistik

penanggulangan bencana;

- penyelenggaraan dan pengoordinasian penyaluran logistik
penanggulangan bencana;

- penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan
penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa
lainnya untuk penanggulangan bencana,

- pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadaep
kelompok rentan;

- penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;

- penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan
dasar korban bencana;

- penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan
pengungsi;

- {fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penerimaan,
distribusi, pengerahan dan pemeliharaan peralatan
penanggulangan bencana;

- penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanggulangan
bencana,
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- peningkatan kapasitas bidang peralatan penanggulangan
bencana; dan

- penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

5. Unit Pelaksana Teknis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
memiliki Unit Pelaksana Teknis {UPT) untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu, yaitu UPT Pemadam Kebakaran, yang merupakan UPT kelas

A

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Gunungkidul {Perbub No 62 Tahun 2023}, dan dipimpin oleh Kepala
UPT.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
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ALRHALA Y
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UPT Pemadam  Kebakaran dalam  melaksanakan  tugas
menyelenggarakan fungsi:

a,
b.

C.
d.

k.

penyusunan rencana kegiatan UPT Pemadam Kebeakaran;
penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pemadam
Kebakaran,

pelaksanaan pemadaman kebakaran;

penyelenggaraan pengamanan terhadap ancaman bencana
kebakaran;

pelaksanaan diseminasi dan bimbingan teknis di bidang
pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;
pelaksanaan penyelamatan darurat terhadap jiwa manusia dan
hewan yang terancam keselamatannya dan memerlukan bantuan
sarana prasarana pemadam kebakaran;

pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas Kinerja
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan
UPT Pemadam Kebakaran;

penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pemadam
Kebakaran;

penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman
bencana kebakaran; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT
Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT dibantu oleh
Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan, pengelolaan pemadam kebakaran, pengelolaan keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,
administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan
pelayanan administratif dan fungsional.
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Fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha:

penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengamanan

terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat

Jjiwa manusia dan hewan;

- Ppenyusunan rencana operasionat pengamanan terhadap ancaman
ll:cncana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan

ewan;

- penyusunan rencana kinezja dan perjanjian kinerja UPT Pemadam
Kebakaran;

- pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT
Pemadam Kebakaran;

- pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan
publik UPT Pemadam Kebakaran;

- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman
bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan
hewan;

- pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat;

- pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan
UPT Pemadam Kebakaran;

- pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaye pemerintahan
UPT Pemadam Kebakaran;

- penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pemadam
Kebakaran; dan

- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT
Pemadam Kebakaran.

. Unit Satgas BPBD
Dalam pelaksanaan Sub Urusan Bencana, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Gununghidul memiliki 2 Satuan Tugas
(Satgas). Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis
namun pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando dari
perintah langsung Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai
SOP dalam Sistem Komando Penangangan Darurat Bencana (SKPDB).
Namun secara hierarki kelembagaan, Satgas tersebut belum masuk
dalam struktur organisasi dan kelembagaan BPBD Kabupaten
Gunungkidul.
Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah
sebagai berilkut:
a) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana {Pusdalops-
PB)
Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomon 15 Tahun 2012
tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana
di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan
komunikasi.
b) Tim Reaksi Cepat (TRC)
Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, bahwa pencarian, pertolongan dan

penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan cleh tim
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reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah
komando Kemandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan
lokasi dan tingkatan bencananya. Sedangkan tugas pokok TRC
diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB.

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD
Kabupaten Gunungkidul yang bertugas untuk melaksanakan
kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat
tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs
Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and
Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan
pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana.

Proses bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.3
Peta Proses Bisnis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
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Dalam Proses Bisnis ini menjelaskan dalam setiap tahap
penanggulangan bencana dari kesiapsiagaan Respons hingga
pemulihan. Ketiga rangkaian ini memerlukan koordinasi yang baik dan
implementasi yang tepat agar dampak bencana dapat di minimalisir,
serta pemulihan kehidupan masyarakat dapat dapat dilakukan
dengan cepat dan efektif.

OURKLUMEAN SUAJEME N TAM PENGAWAS AN

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD, maka segale sumber
daya yang dimiliki, baik sumber dana, sumber daya manusia dan
sarana dan prasarana harus dikelola secara efektil dan efisien.

1. Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia di lingkungan BPBD Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2025 sejumlah 83 orang. Dengan
perincian sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Jumlah Sumber Dava Manusia
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Pengelolaan sumber daya manusia juga harus dilaksanakan
untuk mewujudkan profesionalisme aparatur. Pengelolaan ini
meliputi: pengembangan kemampuan dan keterampilan aparatur,
penataan aparatur sesuai dengan kebutuhan, pengembangan jenjang
kepangkatan dan karier serta pembinaan aparatur. Pengelolaan
pengembangan kualitas sumber daya manusia terus diupayakan
secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil (baik
individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya) dapat
ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan

secara kolektif bisa

menentukan masa depan organisasi BPBD.







berkesinambungan, Selain dari pemerintah daerah BPBD juga
dibantu sarana dan prasarana hibah dari BNPB yang sangat
membantu dalam operasional ketugasan BPBD. Data terkait aset
BPBD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tersaji dalam

tabel berikut ini:
Tabel 2.4

Noma Eidang Barones

A. TANAH/BANGUNAN

Data Aset BPBD Kabupaten Gununekidul

vz (1231

Tanah

B, PERALATAN DAN MESIN

a. Alat — alat Besar

64.900.000,00

b. Alat - alat Angkut

7.553.000.489,00

c. Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur

103.260.500,00

d. Alat - alat Pertanian

113.483.000,00

e. Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga

1,334.068,475

f. Alat — alat Studio dan Komunikasi

207.130.118,00

h. Alat - alat Kedokteran

138.420.000,00

i. Alat — alat Laboratorium

5.284.000,00

j-_Alat — alat persenjataan Keamarnan

152.863.300,00

k. Komputer

183.877.600,00

1. _Alat keselamatan kerja

66.900.000,60

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

a. Bangunan Gedung

8944.408.317,68

b. Tugu Titik Kontrol/Pasti

1.613.678.185,92

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

a. Jalan dan Jembatan

b. Bangunan Air

387.108.916,4

c. Instalasi listrik

d. Jaringan

365.602,412,34

E. ASET TETAP LAINNYA

a. Buku Perpustakaan

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

¢. Hewan Ternak dan Tanaman

d. Aset Tetap Dalam Renovasi

2.877.970.945,65

JUMLAH

16.111.956.259,99

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengkomodir
penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan telah
ditunjukan dengan menempatkan isu penanggulangan bencana
sebagai bagian dari RPJMD tahun 2025-2029. Penanggulangan
bencana dititikberatkan pada pengelolaan risike bencana sehingga
dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.
Potensi bencana di Kabupaten Gunungkidul memiliki 9 potensi
bencana yang sudah teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya,
banjir, cuaca ekstrem,
gempabumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan
lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami, dan epidemi dan

9 potensi bencana tersebut antara lain :

wabah penyakit.

Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Gunungkidul secara singkat

diuraikan sebagai berikut ini:

1. Bencana Banjir

Analisis bahaya banjir menghasilkan luas daerah bahaya banjir
dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Gunungkidul. Total luas
yang memiliki potensi bahaya banjir di Kabupaten Gunungkidul
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serta bisa menambah tingkat kemiskinan di daerah bencana tersebut.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu
dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di
Kabupaten Gunungkidul untuk menjaga ckosistern alam agar berfungsi
optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan
peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat
menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
telah melakukan berbagai upaya di bidang penanggulangan bencana
periode 2021-2024 yang meliputi kegiatan di bidang prabencana, saat
tanggap derurat, dan pasca bencana.

1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana atau
pengurangan risiko bencana adalah tindakan-tindakan
penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada pra-bencana,
mencakup situasi tidak ada potensi bencana dan situasi terdapat
potensi bencana. Pengurangan risiko bencana didasarken pada
pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan
penekanan peda faktor-faktor yang mengurangi risiko secara
terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeiuruh pada saat sebelum
terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko
bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana
secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya,
kerentanan, dan kapasitas.

Sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut berasal

dari para pihak dari organisasi perangkat daerah, organisasi

masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di Kabupaten

Gunungkidul.

Kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain:

a. Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB}

b. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistemn Proteksi Kebakaran
(RISPK)

c. Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana (RPKB),

d. Tersusunnys Dokumen Rencana Penanganan Risiko Bencana
Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS Pansela)

e. Tersusunnya dokumen rencana kontijensi (Renkon) per jenis
bencana

f. Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan
bencana di daerah rawan bencana

g. Terselenggaranya penguatan kapasitas kawasan untuk
pencegahan dan kesiapsiagagn bencana dengan pembentukan
Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di 89 kalurahan dari 144
kalurahan di Kabupaten Gunungkidul

h. Terselenggaranya penguatan kapasitas untuk pencegahan dan
kesiapsiagaan di lingkungan sekolah dengan membentuk Satuan
Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

i. Terselenggaranya gladi kesiapsiagaan, pelatihan relawan, dan
peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur penanggulangan
bencana

j. Terselenggaranya musyawarah Forum Pengurangan Risiko
Bencana (FPRB) tingkat kabupaten
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k. Memaksimalkan wilayah rawan bencana yang terpasang early
warning system [(ews) dan rambu jalur evakuasi serta papan
informasi bencana.

2. Pelayanan Penanganan Saat/Tanggap Darurat

Pada saat bencana upaya penanggulangan bencana menekankan pada
faktor-faktor pade fektor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan
korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi,
terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana.
Penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi
penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat,
tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuannya
adatlah menengani situasi darurat bencana dengan segera secara
terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh.
Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-
tindakan efektifl untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap
darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam
respons mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur
dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana.
Secara umum kegiatan pade fase tanggap darurat bencana adalah
kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana vital
untuk aktivitas masyarakat.
Pelaku pada saat terjadi bencana melibatkan semua pihak termasuk
dukungan dari pemerintah pusat, TNI/POLRI, organisasi masyarakat
sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kemampuan
masing-masing. Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya
bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat dan bantuan darurat
melalui kegiatan:

a. Pengembangan Pusdalops tanggap darurat dalam melaksanakan,
menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional
kegiatan kedaruratan bencana

b. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana
Posko dilakukan melalui sistemn piket petugas selama 24jam/7hari
selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, dan pelaporan kejadian bencana.

c. Tanggap darurat (response), kegiatan yang dilakukan segera pada
saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, Kegiatan ini meliputi penyelamatan dan evakuasi
korban, harta bende, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana,
antara lain :

- pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan
surnberdaya

- penentuan status keadaan darurat bencana

- penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

- pemenuhan kebutuhan dasar

- perlindungan terhadap kelompok rentan

- pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

d, Bantuan Darurat (reliefj, merupakan kegiatan pemberian bantuan
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang,
pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga
air bersih.

e. Penyediaan logistik permakanan dan logistik peralatan bagi korban

bencana
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3. Pelayanan Pasca Bencana

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca
bencana dengan penekanan pada [aktor-faktor yang dapat
mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat,
pemerintah, dunia usaha, linglcangan hidup yang terdampak kejadian
bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali
kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi,
terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan
menekankan pada [aktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat
proses pemulihan.
Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana meliputi serangkaian
tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan,
pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi
tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan
hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasnaj,
mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-
kegiatan pemulihan.

Meliputi:

a. Koordinasi teknis penanggulangan bencana untuk penanganan
banjir, kekeringan, kebakaran, dan tanah longsor yang merupakan
bencana yang rutin/musiman terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

b. Memaksimalkan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam
penanggulangan bencana

c. Sinergi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana di Kabupaten Gunungkidul

d. Pemberian stimulan bagi korban bencana

Sedangkan untuk mengetahui tingkat risike bencana di Kabupaten
Gunungkidul, dengan berdasarkan pada data/dokumen pendukung yang
dihimpun BPBD Kabupaten Gunungkidu! maka akan diketahui nilai
Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di
Kabupaten Gunungkidul dalam hubungannya dengan besamya risiko
bencana dan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul.
I. Indeks Risiko Bencana

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008, Dalam indeks

risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen

penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah
serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko
berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan
capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko
bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya
perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau
kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau
peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif
dalam bentuk penurunan indeks risike bencana. Penilaian secara
berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan
dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana
pada periode tertentu.

Indeks Risikc Bencana Indonesia (IRBI} dihitung berdasarkan
rumus berikut ;

Vilnerabakbiny
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Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas
spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude] dari suatu fenomena
alarmn seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnva.
vulnerability (kerentananj dihitung berdaserkan parameter sosial
budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Komponen capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan
pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas
vaitu:

(1) Perkuatan kcbijakan dan kelembagaan:
(2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
(3) Pengembangan sistemn informasi, diklat dan logistik;
(4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
(9] Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
(7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Tabel 2.7.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

My

Nelutparen ' kot

2020

20021

202

oo
22

2621

1 Kab. Bantul 187.20 | 157.30 | 167.97 | 149,27 129,5
2 Kab. Kulon Progo 203.20 | 180.80 | 157.94 | 140.98 | 152,65
3 Kab. Sleman 83.72 78.96 §80.01 77.33] 73,35
5 Kota Yogyvakaria 72.86 T72.57 69.46 | 66.62| 654,22
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Tabel 2.10
Nilai IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022 - 2024

it Kartear

FUee 11y . ; . . e
Itre i M2 2000 RI N Ivelias

; halngpriten Fhala

Fehd
| 2 | Kab. Sleman IKD 0,60 0,70 | 0,77 | Sedang
3 [ Kab. Bantul KD 0,50 | 0,38 0,72 | Sedang |
4 | Kota Yogyakarta KD 062 | 0,68 0,69 | Sedang |
5 | Kab. Kulonprogo KD 0.63 0,65 0,64 | Sedang

BPBD Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) melalui berbagai kegiatan, seperti
sosialisasi, edukasi, dan penanggulangan bencana, yang
berkontribusi pada tujuan SDGs yang relevan.
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2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Peclayanan Perangkat Daerah
1. Tantangan

a. Penanggulangan bencana sebagai isu globel
Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan
dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu
pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan
bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat
darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana
adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak
tidak ada bencana}, maka sasaran yang diharapkan adalah
bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat
kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan
infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah dengan tingkat risiko
bencana tinggi, ditambah lagi dengan kondisi kurangnya
pemahaman masyakat tentang pengelolaan resiko bencana. Oleh
sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada
masyarakat schingga dapat hidup dengan harmonis dengan
bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya
sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat
segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah
yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan
sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi
masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih
terjamin,

c. Kesiapsiaagaan para pemangku kepentingan PB
Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten
Gunungkidul perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan
tangguh dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu perlu
penambahan  kapasitas dari aparatur dan  relawan
penanggulangan bencana. Serta penambahan kapasitas tingkat
administrator dalam memperdalam wawasan dan upaya
penanganan bencana di Kabupaten Gunungkidul sehingga
terbentuklah satu tujuan dalam upaya pemenuhan pengurangan
risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul, perlu adanya upaya
dengan penambahan kapasitas baik pada manusianya,
regulasinya, kajiannya, wilayah rawannya, upaya pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaannya, perkuatan kesiapsiagaan dan
penanganan darurat bencananya serta pengembangan sistem
pemulihan bencana.

d. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB
Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan
oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan
kabupaten/kota), masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya
tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga
kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik
yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat
dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Keterpaduan
antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang
disesuaikan dengan faktor budaya masyarakat seringkali tidak
terdokumentasi schingga tdak ada pembelajaran yang
berkelanjutan.

Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana

adalah dokumentasi terkait data dan informasi bencana. Data
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dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk
menghasilkan  pengetahuan dan  kesadaran  bersama.
Pembentukan pusat informasi bencana (mini command center)
oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu menjadi
pusat data dan informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah
satu solusi untuk menjembatani kebutuhen informasi dan
publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh
pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu
implementasi undang-undang No. 24 Tghun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3
tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas
dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan
data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan
informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan
informasi kejadian dan kegtatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
e. Bencana tidak mengenal batas wilavah administratif

Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan
berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam
maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi di suatu deerah
berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara
administratif, Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan
masyarakat yang terdampak bencane di daerah perbatasan periu
terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku
kepentingan PB. Pelaksanaan dan sinergi program dan keglatan
PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar
dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat
terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi

dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal
dalam hal keterpadauan.

2. Peluang

Sejak diterbitkannya UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka tugas pokek dan fungsi

penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul secara
otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Gunungkidul. Terbitnya UU

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18 Tahun

2016 tentang pembentukan SOTK akan membawa perbaikan dalam

pengelolaan bencaan di daerah.

BPBD Kabupaten Gunungkidul mempunyai 3 {tiga) fungsi utama PB

yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Gunungkidul memiliki
peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melaluj
upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik
pra, saat maupun pasca bencana.

b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan
dengan OPD Teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
DPUPRKP, DPTR, Dinas Pendidikan, dan Perangkat Daerah
teknis lainnya. BPBD Kabupaten Gunungkidul
mengkoordinasikan seluruh penyelenggarean penanggulangan
bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan
cleh OPD teknis. OFD tersebut dalam struktur organisasi BPBD
termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program
dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan

oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif
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dengan BPBD sehingge saling menunjang antara pembangunan
fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek
kebencanaan.

c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan
komando kepada para pemangku kepentingan untuk
memobilisasi sumberdaya wuntuk penanggulangan bencana,
terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai
incident commander, BPBD memberikan komando untuk
melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang
bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi
sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan

membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena it
peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi,
pembangunan, energi, pertanian, perikanan, petermakan dan sektor
kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan
dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari
dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini,
diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi
dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap
ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.

Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program

penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul antara lain:

a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah
pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk
penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya
terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia
usaha;

b. Terbitnya UU No 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah
pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Kabupaten
Gunungkidul;

c. Adanya teknoclogi pemetaan memungkinkan untuk identiflikasi dan
inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien

d. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun
lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak

e. Dibangunnya sistem penanggulangan bencana secara nasional
memungkinkan BPBD Kabupaten Gunungkidul mempunyai
kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi

f. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal.
Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan
perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional.

h. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak
terduga dan peluang belanja {dana alokai khusus bencana) oleh
pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk
mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen {1%) dari APBD
perlu diatur melalui peraturan yang mengikat

i. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai
aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasarn, dan
evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan ,
kursus , dll

j.  Penyusunan aplikasi, sistem informasi untuk menyimpan, dan
mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan,
kapasitas PB secara baik
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k. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat
peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara
periodik.

l.  Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana
kepada pemanglcu kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana
dilakukan pada tahap pra bencana

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidut
merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
yang mencakup perlindurigan masyarakat (warga negara) terhadap
bencana, mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai
pada tahap pascabencana. Adapun kelompok sasaran layanan dari
Badan Penanggulangan BEencana Daerah Kabupaten Gunungkidut
adalah masyarakat {(warga negara) yang berada di wilayah Kabupaten
Gunungkidul serta seluruh stakeholder terkait dengan penanganan
kebencanaan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.2,1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul adalah masyarakat
heterogen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti
: profesi, agama, adat istiadat dan sebagainya. Meskipun berbeda-
beda namun mereka tetap hidup berdampingan secara damai
menjunjung tinggl toleransi dan menumbuhkembangkan sifat
kegotongroyongan. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul pada
umumnya bersifat tradisional, hal ini disebabkan banyaknya
penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya
merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial
ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam
menyikapi dan mengatasi bencana dan mudah diterpa isu-isu
negatif. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab
pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan
kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara
cepat, tepat, terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua
potensi yang ada.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan
Data Hasil Konsolidasi & Pembersihan Semester [l tahun 2024
yvang dikeluarkan Ditjend Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, 31
Desember 2024 adalah sebesar 776.926 jiwa, yang terdin dari
384.854 jiwa berjenis laki-laki dan 392.072 jiwa berjenis kelamin
perempuan.

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang
cukup penting karena mmenangani segala urusan yang menyangkut
pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena
bencana. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan
memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan
amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan
masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan
aktifitasnya sehari-hari.
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2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis penanggulangan bencana dirumuskan scbagai

permagalahan yang telah teridentifikasi dan diprediksi akan terjadi
dala}rn Jangka menengah ke depan. Isu strategis yang dirumuskan Jjuga
meliputi tantangan dan peluang dalam konteks penanggulangan
bencaqa maupun pembangunan secara umum yang periu direspon
melalui kebijakan dan strategi serta rencana aksi pada 5 {lima) tahun
ke depan.,
Sebelum disusunnya konsep skenario penanggulangan bencana, perlu
adanya suatu pengembangan penanganan strategi penanggulangan
bencana di Kabupaten Gunungkidul. Skenario ini disusun berdasarkan
pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi yang ada, serta
pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro
dan mikro Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Prioritas yang
dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya
penanggulangan bencana adalah :

a. Strategi  perencanman  penanggulangan  bencana  terarah,
terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;

b. Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi
cepat penanggulangan bencana;

c. Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah
pascabencana seccara cepat, tepat dan efektif, terkoordinir dan
/terpadu;

d. Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di
wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka di Kabupaten Gunungkidul yang

menjadi dasar perumusan penanggulangan bencana

mempertimbangkan:

a. Prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan
penanganan bencana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

b. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan
terintegrasi;

c. Anggaran yang disediakan dalam rangke penanggulangan bencana;

d. Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana secara lintas
sektoral; dan

e. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

Dari data yang ada, jumlah kejadian bencana mengalami kenaikan, batk
jumlah kejadian maupun korban bencana. Dengan tingginya resiko
bencana dan masih belum oplimalnya capaian kinerja dalam
menanggulangi bencana daerah, maka Kabupaten Gunungkidul melalui
Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu memiliki system
penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan
menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun
kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan
kedermawanan, serta menciptakan perdamasaian dalam masyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Paradigma penanggulangan bencana yang bersifat reaktif, tanggap

darurat, sentralisasi, dan hanya menganggapnya sebagai tanggungjawab

Pemerintah perlu diubah ke paradigma baru yaitu preventif terencana,

pengurangan resiko, desentralisasi, dan wrusan bersama. Faktor

kerentanan perlu direspon dengan pengembangan kemandirian sosial
ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan resiko

bencana secara {erencana.
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1.

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Perangkat

Daerah

Dalam menentukan isu strategis, dilakukan pemetaan terhadap isu-

isu penanggulangan bencana secara global, nasional, provinsi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Gununglidul mengacu pada Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan Sub Urusan

Bencana dan S8ub Urusan Kebakaran.

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan BNPB Nomor 1

Tahun 2025, Seperti tertuang dalam Pasal 3 Peraturan BNPB

tersebut, bahwa fokus capaian 2025-2028 pada Rencana Induk

Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 antara lain :

a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di
bidang penanggulangan bencana;

b. terwujudnya kemandiran teknologi dan industrialisast
kebencanaan;

c. terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu
multi ancaman;

d. terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko
bencana untuk ketangguhan;

e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat
dan daerah;

f. terwujudnya pemahaman terhadap risike bencana, bentang alam,
dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan
ketahanan kesehatan masyarakat;

g. terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif,
dan terkoordinasi;

h. terwujudnya penataan ruang dan permukimen serta
perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan
bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial,
dan ketahanan kesehatan masyarakat;

i. terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang
berisiko bencana;

j. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan
profesional di bidang kebencanaan;

k. terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih
baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan
pengurangan risiko bencana; dan

1. terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta
berkelanjutan dan tangguh bencana.
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' Dalam hubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran, BPBD Kabupaten Gunungkidul maka dianalisa
beberapa faktor pendukung dengan memperhatikan potensi peluang dan
kendala yang mungkin timbul antara lain:

d. tersedianya dokumen yang terintegrasj dalam rangka penanggulangan
bencana;

b. terjadinya peningkatan intensitas bencana di Kebupaten
Gunungkidul;

c. tidak seimbangnya perbandingan antara luas wilayah dengan sarana
dan prasara dalam penanggulangan bencana;

d. kendisi permukiman penduduk yang masih menempati daerah rawan
bencana (tanah longsor-kekeringan} dikarenakan permasalahan
cekonomi;

e. kondisi geologis Kabupaten Gunungkidul yang terbentuk dari batu
kapur {karst) yang mempunyai sifat aliran sungai bawah tanah dan
curah hujan yang kurang berdampak pada kekeringan di beberapa
wilayah; dan

f. pemberian stimulan bantuan terhadap korban bencana justru
mengurangi tingkat kemandirian masyarakat dalam penanggulangan
bencana

Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dalam pencapaian TPB

KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul adalah Ancaman penurunan

kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan

kerentanan perubahan iklim, Isu ini terkait dengan beberapa kondisi yaitu

Ancaman peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan

perubahan iklim dan Belum optimalnya pengendalian degradasi lahan

dan pelestarian keanekaragaman hayati.

. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario penanggulangan Bencana
Kabupaten Gunungkidul diimplikasikan adalah dengan asumsi sebagai
berikut.
1) Pembagian struktur penanganan bencana.
2) Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi
bencana yang ada.
3] Penanganan sistem informasi kebencanaan yang terpusat di BPBD
Kabupaten.
Dalam hal ini kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:
1) Penanganan bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok
masyarakat terkecil
2} Adanya standar operasional prosedur penanggulangan bencana
3] Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana
4] Koordinasi lintas sektoral yang efektil dalam penanggulangan bencana
o] Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai
Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi geografis, geologis,
hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana,
schingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan
terkoordinasi. Seluruh elemen masyarakat umum dan jajaran
pemerintahan perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari
respens menjadi pencegahan (prevention),
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e, Pemahaman terhadap manusia seperti
masyarakat infrastruktur pembakaran bahan bakar
terhadap risiko penting / kritis fosil dan penebangan hutan,
bencansa dan dan gangguan meningkatkan potensi
sistem  peringatan pelayanan bencana hidrometeorologi di
dini masih rendah dasar, Indonesia. Perubahan iklim
L Tindak termasuk JugER berdampak pada
lanjut monitoring fasilitas kesehatan manusia,
dan evaluasi kesehatan dan meningkatkan penyakit
pelaksanaan pendidikan. yang ditularkan oieb vek:or,
penanggulangan 5. Penambahan air, dan makanan,
bencana belum jumiah negara Pertumbuhan penduduk
optimal yang memiliki dan urbanisas!{ yang tidak
g Keterbatasan strategi terkendali menambah
sumberdaya pengurangan kerentanan terhadap
penanggulangan risiko bencana bencana.
bencana di tinglkat
h, Koordinasi nasional dan . Pertumbuhan Penduduk,
dan komando tingkat daerah Alih Fungsi Lahan, dan
penanggulangan pada tahun Percepatan Perkembangan
bencana belum 2020, Pusat-Pusat Periumbuhan
dilakukan sesuai | 6. Peningkatan dan Kawasan investasi
kewenangannya. kerja sama Alih  fupngsi lahan di
i Pemanfastan internasional Indonesia, meskipun tren .
teknologi  sistem untuk deforestasi inernurun, masih
informasi mendukung mempengaruhij risiko
peranggulangan negara-negara berncana seperti banjir dan
bencans belum berkembang tanah longsor.
optimal dalam Perkembangan pusat
iR Pelaksanaan melaksanakan periumbuhan dan kawasan
rehabilitasi dan SFDRR. investasi mendoreng
rekonstruksi 7. Bertambahnya perubahan penggunaan
pascabencana akses pada lahan dan urbanisasi cepat,
belum optimal sistem memherikan tekanan pada
_peringatan perkotasn dan
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Akuntabilitas Bidang
Penangguiangan Bencana
Pemantauan dan evaluasi
upava penanggulangan
bencana vang dilakukan di
setiap tahapan bencana baik
di tingkat pusat maupun
daerah penting dilakukan
untuk menilai efektivitas
kebijakan dan upaya
tersebut dalam
pengurangan risiko bencana
dan meningkatkan
akuntabilitas upaya
penanggulangan bencana,

8. Keburuhan Transformasi
Tata Kelola Penanggulangan
Bencana dan Kolaborasi
Multi-Pihak
Transformasi tata kelola
penanggulangan bencana ke
depan dibutuhkan dalam
herbagai hal seperti:
penguatan kehijakan dan
regulasi, peninglatan
kapasitaa sumber daya
manusia, keoordinasi antar
lembaga; pemanfataan
teknologi, informasi, dan
inovasi; pemberdayaan
masyarakat, dan penguatan
pendanaan.

9. Pengelolsan Satu Data dan

I Pemanfaatan Sistermn

LS T Y
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Informasi Teknologi
Kebencanaan

Perspalann dan  tantangan
terkait keterbukaan akses,

Bt

integrasi data,
interoprabilitas data,
keamanan dan  privasi,
standardisasi data

(ketersediaan dan kualitas
data), serta peningkatan
partizipasi para pihak masih
dihadapi dan memerlukan
solusi dalam jangka
menengah ke depan

10. Kebutuhan Penguatan
Kepemimpinan dan Peran
Strategis Indonesia dalam

Pengurangan Ristko
Bencana di Tingkat Glabal.

Untuk mewujudkan
pengembangan pendekatan
multipithak termasuk
meningkatkan keria sama
mternasicnal dalam
pengurangan risiko
bencana, di janghka

menengah ke depan,
penguatan kepemiminan

dan peran strategis
Indonesia masih sangat
L dibutuhkan.
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Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan isu strategis BFBD

Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 sebagai berikut:

1.

Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi

Subduksi selalan Jawa menunjukkan tiga lokasi seismic gap yang
berpotensi memicu gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 9 atau
lebih (megatrust), berpotensi menimbulkan tsunami. Ancaman
tsunami tinggi tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Kabupaten
Gunungkidul.

Meningkatnya risiko dan potensi dampak bencana akibat perubahan
iklim

Perubahan iklim global, didorong oleh aktivitas manusia seperti
pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan
potensi bencana hidrometecrclogi di Indonesia, terrnasuk Kabupaten
Gunungkidul.

Meningkatnya kerentanan penyakit yang menyebabkan epidemi dan
Zoonosis.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Gunungkidul, pada akhirnya akan
menyebabkan kerentanan ruang terhadap f{enomena iklim dan
fenomena geclogi yang menjadi sebuah ancaman terjadinya sebuah
bencana. Tidak hanya tklim dan geologi, pertumbuhan penduduk,
meningkatnya aktivitas dan interaksi yang tidak sehat akan
menimbulkan kerentanan penyakit yang menyebabkan epidemi dan
zoonosis sebagal bencana keschatan, yang kesemuanya itu akan
menjadi gangguan terhadap hasil dan terhentinya proses
pembangunan dalam mencapai kesejahteraan sebagai konsep dasar
kehidupan manusia

Kebutuhan transformasi tata kelola penanggulangan bencana dan
kolaborasi multi-pihak

Tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul
masth memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama
berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan,
pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola
penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal
scperti:

a. penguatan kebijakan dan regulasi;

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

¢. koordinasi antar lembaga;

d. pemanfataan telmologi, informasi, dan inovasi;

e. pemberdayaan masyarakat; dan

. penguatan pendanaan,.

Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Tekmologi
Kebencanaan

Data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi merupakan
komoditas penting dalam tata kelola penanggulangan bencana ke
depan.

Indonesia telah mengimplementasikan pemanfaatan dan pengelolaan
data terpadu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana juga telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan data
terpadu = kebencanaan melalui Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data
Bencana. Berbagai kebijakan di tingkat nasional dan sistem informasi
teknologi juga telah tersedia di tingkat pusat untuk penanggulangan
bencana.

Dalam jangka menengah ke depan pengelolaan data terpadu dan

pemanfaatan sistem informasi teknologi masih menjadi tantangan
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terutama untuk untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana dan
pengambilan keputusan yang tepat. Persoalan dan tantangan terkait
keterbukaan akses, integrasi data, interoprabilitas data, keamanan
dan privasi, standardisasi data [ketersediaan dan kualitas data), serta
peningkatan partisipasi para pihak masih dihadapi dan memerlukan
solusi dalam jangka menengah ke depan.

. Optimalisasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten
Gunungkidul

Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidut yang cenderung kering
menjadikan Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten di
Daerah Istimewsa Yogyakarta yang sering mengalami kebakaran.
Ketersediaan sumberdaya yang masih jauh dari kondisi ideal
menyebabkan pelayanan minimal pada urusan kebakaran di
Kabupaten Gunungkidul belum tercapai. Weaktu tanggap (response
time) merupakan mutu layanan dasar yang harus diberikan unit
layanan kebakaran ketika terjadi kebakaran di Kabupaten
Gunungkidul. Berdasarkan data Unit Pelayanan Kebakaran
Kabupaten Gununghkidul tingkat ketepatan pelayanan penanganan
kebakaran adalah 68%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
pelayanan minimal penanganan kebakaran belum dapat diberikan
secara optimal oleh Unit Pelayanan Kebakaran Kabupaten
Gunungkidul. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimmal Sub-Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan
terdampak kebakaran climaksud wajib dilaksanakan oleh daerah
kabupaten/kota sebesar 100% [seratus persen} setiap tahunnya.
Dengan kata lain, pemerintah melalui perangkat daerah penyelenggara
urusan penanganan kebakaran wajib hadir memberikan layanan pada
setiap kejadian kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
telah menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).
Rekomendasi yang tertuang dalam RISPK antara lain:

Program Pemeriksaan Keandalan Bangunan

Program Penguatan Kelembagaan

Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Penegakan Peraturan Terkait Dengan Proteksi Kebakaran
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

Program Pendidikan dan Pelatihan
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3.1

BAB 111
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu
periode tertentu, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan,
yang menggambarkan kondisi maupun hasil dan suatu kegiatan yang
lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan.
Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-
2029 dilakukan dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2023, dimana dalam merumuskan tujuan dan sasaran
rencana strategis didasarkan pada rumusan Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029,

Visi Kabupaten Gurnungkidul tahun 2025-2029 adalah: ”

Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Misi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan permnbangunan manusia yang produktif, berkualitas
dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.

2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat
kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh
petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil
menengah yang inklusil dan kreatif.

3. Membangun Kemandiriann Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber
daya lokal.

4, Setia pada Amanat Pencleritaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD
1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin halc-hal rakyat,
serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari
korupsi dan berkeadaban.

5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan
toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur
bangsa Indonesia.

Berdasarkan rurnusan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029, BPBD

Kabupaten Gunungkidul mengampu misi ke-5 yaitu “Memajukan

kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta

menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa

Indonesia”. Dengan program strategis “Alam Lestari”. Yaitu dengan

meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga

terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
regulasi, pelestarian kawasan lindung, perbaikan mangjemen sampabh,
dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun

2025-2029, prioritas, misi, dan sasaran Kabupaten Gunungkidul yang

didukung oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kabupaten Gunungkidul
Tujuan et ERbaRT b [ncikator
Memajukan | Terwujudnya | Terciptanya Indeks Risiko
kebudayaan Kualitas Kondisi Bencana
setempat Lingkungan Lingkungan (IRB)
dalam Hidup yang Hidup yang
semangat Berkelanjl{tan Berkualitas
kebhinekaan dan Lestari dan .
dan Berkelanjutan

toleransi
serta
menjaga
kelestarian
lingkungan
hidup
warisan
leluhur
bangsa
Indonesia

3.2 TUJUAN dan SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

3.2.1

3.2.2

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan pernyataan visi dan misi serta
mengakomodasi isu-isu aktual yang berkembang ke arah
perubahan dari analisa strategis. Tujuan harus dapat
menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai
di masa datang. Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan,
maka tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten
Gunungkidul untuk kurun waktu S (lima) tahun ke depan adalah
Meningkatkan ketangguhan daerah dan Masyarakat dalam
menghadapi bencana,serta dalam mengurangl risiko bencana
dengan indikator tujuan "Persentase Penurunan Indeks Resiko
Bencana”,

Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan
rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat
indikator vang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian
integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang
terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam
kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara
lain : spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai
kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam
kurun waktu sampai dengan 5 (lima} tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sasaran BPBD Kabupaten
Gunungkidul periode 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan
Indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah .
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Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

MSPERK DAN SASARAN

REIRAD VARG TLItAN SLHLRAN INDIKATGR _
ROLEWAN 2026
{1) 12 {3} 14) {6

Terciptanya Kondisi | Meningkatkan ketangguhan Persentase 2.65 2.72 2.80 2.88 2.95 3.05

Lngkungan Hidup daerah dan masyarakat Penurunan

yang Berkualitas dan | dalam menghadapi Indeks Risiko

Berkelanjutan hencana, serta dalam Bencana (%)

mengurangi risiko bencana

Meningkatnya indeks 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 )
kualitas layanan Ketahanan
pencegahan dan Daerah {IXD)

kesiapsiagaan
terhadap bencana

5?}



3.3
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STRATEG] PERANGKAT DAERAH

Terkait dengan perwujudan rnisi dan sasaran pembangunan serta dalam

rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten

Gunungkidul, BPBED berupaya untuk:

a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan
menghadapi ancaman bencana;

b) meningkatkan persentase daerah rawan bencana yang memiliki
sistern pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini
secara efektif dengan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana, kedaruratan dan logistik dan penanganan
pasca bencana;

¢) memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan
sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
ketugasan;

d) meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan dan
merngembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan
dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada;

e) menciptakan sistemn manajemen penanggulangan
bencana/kebakaran yang terpadu dengan melibatkan seluruh unsur.

f} Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Peringatan Dini;

g) Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penanggulangan
Bencana;

h} Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Kebencanaan;

i) Penguatan Sistern Manajemen Penanggulangan Bencana Terpadu;

)) Penguatan Penanganan Kedaruratan dan Pemulihan Pasca Bencana.

Rumusan strategi wuntuk pencapaian target kinerja BPBD
dirumuskan sebagai berikut:
a. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Sistemn Peringatan Dini;
b. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penanggulangan
Bencana;
c. Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Kebencanaan;
d. Penguatan Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana Terpadu;
e. Penguatan Penanganan Kedaruratan dan Pemulihan Pasca Bencana.

PENAHAPAN RENSTRA

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun
2025-2029 disusun dengan tujuan untuk membangun penguatan pondasi
pembangunan dalam peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat
dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana.
Dengan melalui pentahapan strategis ini, BPBD berkomitmen untuk
membangun ketangguhan cdaerah dan masyarakat secara menyeluruh,
terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi dan
meminimalkan dampek bencana secara efektif. Pendekatan bertahap ini
menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan yang aman dan
tangguh di tengah tantangan risiko bencana yang semakin kompleks.
Rencana Strategis ini juga untuk mendukung capaian RPJMD Kabupaten
Gunungkidul periode 2025 - 2029.




peningkatan
ketangguhan
daerah dan
masyarakat dalam
menghadapi
bencana, serta
dalam mengurangi
risiko bencana

L PANE FEY A
{2027}

Percepatan
pondasi
pembangunen
melalui
peningkatan
ketangguhan
daerah dan
masyarakat
dalam
menghadapi
bencana, serta
dalam
mengurangi
risiko bencana

Tabel 3.4
Penahapan Renstra BPBD

TAHAP A
Peningkatan
pondasi
pembangunan
melalui
peningkatan
ketangguhan
daerah dan
masyarakat
dalam
menghadapi
bencana, serta
dalam
mengurangi
risiko bencana

TAHAP |V
{2029)
Optimalisasi
pondasi
pembangunan
melalui
peningkatan
ketangpuhan
daerah dan
masyarakat
dalam
menghadapi
bencana, serta
dalam
mengurangi
risiko bencana

TAHAP v

Pemantap
pondasi
pembangunan
melalui
peningkatan
ketangguhan
dacrah dan
masyarakat
dalam
menghadapi
bencana, serta
dalam
Mengurangi
risiko bencana

3.5 ARAH KEBIJAKAN
Kebijakan edalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat
dijadikan sebagai pedoman, dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan
kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya
secara operasional. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih

terarah dalam mencapal tujuan dan sasaran,

Setelah strategi ditetapkan maka perlu dirurmnuskan kebijakan untuk
mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Arah perumusan

kebijakan tersebut tersaji dalam tabel berikut:
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{1)

{2)

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BPBD

(3]

{4)

{5)

Pemenuhan SPM Sub Urusan
Kebencanaan dan SPM Sub Urusan
Kebakaran

Meningkatkan kesiapsiagzaan dan
kapasitas sumber daya dalam
menghadapi bencana

Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan,
kesiapsiagaan terhadap bencana, dan upaya pengurangan risiko
bencana

a. pelayanan informasi rawan
bencana;

b. pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
¢. pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana.

Meningkatkan kesiapan infrastruktur
dan sarana prasarana pendukung
penangpulangan bencana

Meningkatkan kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana
pendukung penanggulangan dan pengurangan risiko bencana

a. layanan respon cepat (Response
Time) penanggulangan kejadian
kebakaran;

b. layanan pelaksanean pemadaman
dan pengendalian kebakaran;

¢, layanan pelaksanaan penyelamatan
dan evakuasi;

d. layanen pemberdayaan
masyarakal/relawan kebakaran; dan
e. layanan pendataan, inspeksi dan
inveatigasi pasca kebakaran.

a. Memperluas cakupan Wilayah
Manajemen Kebakaran {WMK) untuk
meningkatkan jangkauan layanan

b. Meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia dan sarana prasarana
pemadam kebakaran

c. Mengoptimalkan siastermn respons
cepat dan koordinasi dalam
penanganan kebakaran

a. Menambah dan meningkatan cakupan layanan WMK dalam
pemademan dan pengendalian kebakaran

b. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam
penanggulangan kebakaran dan penyelaunatan.

Pengkajian Risiko dan Perencanaan
Terpadu, yakni prabencana, darurat
bencana, dan pasca bencana dengan
meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat terhadap
pengurengan risiko bencana serta
mengoptimalkan penanganan
bencana.

Meningkatkan efektivitas sistem
peringatan dini dan respons cepat
terhadap bencana Serta penanganan
pasca bencana.

Meningkatkan layanan pemerintah dalam peringatan dini,
kesiapsiagaan, penyelamalan, evakuasi korban bencana dan
penanganen pasca bencana




BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang
tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mencakup
penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak
terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran
dan keterpaduan dalam upaya mencapsai sasaran, tujuan, misi dan visi.
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Dengan demildan,

Program yang tertuang dalam renstra 2025 - 2029 ini sudah
tertuju sebagai pendukung sasaran dan tujuan yang akan tercapai.
Dalam penentuan program yang didalamnya sebagai pendukung tujuan
OPD dengan meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD} dengan
tercapainya tujuan OPD untuk meningkatkan ketahanan daerah
diharapkan dapat mengurangi indeks risiko bencana (IRB) sebagai
salah satu indikator sasaran daerah,

Selama periode tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah merencanakan 4 Program yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penangguiangan
Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Program Program
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

4.2 KEQIATAN BADAN PENANOGULANGAN BENCANA DAERAH

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan
berdimensi waktu tidak lebih dar satu tahun. Kegiatan merupakan
aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang
berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan
visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Selama periode tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah merencanakan 17 Kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa
Penunjang Urusen Pemerintahan Daerah, Pemeliharagn Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pelayanan
Penyelamatan dan Evakuas: Korban Bencana, Pelayanan Informasi
Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan Bencana, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat
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4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALU!
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU} PERANGKAT DAERAH
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah,
maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai alat ukur
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategs.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
TARGET TAHUN

(INDIEATOR  Saltian

20k 2027 202E 2029
12 13) {51 i) (7 L5 _
1 Parsgntase Persen 2.65 2.72 Z.80 2.88 2.95 3.05
Penurunan
Indaks Risika
2 Indeks Persen 0,80 0,41 G,82 0,83 0,84 0,85
Ketahanan ‘l
Daerah |

4.6 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI
INDIKATOR KINERJA KUNCI {IKK).
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025-2029 agar terlaksana
dengan jelas dan obyektif harus dilakukan dengan merumuskan
indikator Kinerja Kunci {IKK] . IKK digunakan untuk mengukur atau
menilai sejauh mana sebuah program dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan
program pricritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD} Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029 serta isu-isu sub urusan bencana yang harus
dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidu! Tahun 2025-2029
ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator
kinerja yang ingin dicapai yang meliputi indikator kinerja sasaran, indikator
kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang
dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan
tercapainya visi, misi dan tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul untuk jangka waktu Tahun 2025-2029. Untuk
selanjutnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029 Kabupaten Gunungkidul ini akan
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 tersebut sangat
ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di dalamnya. Pengukuran tingkat
keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaannya, secara berkala akan
dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang
pada akhimya akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan tujuan dan
sasaran Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Gunungkidul
untuk tahun 2025 - 2029 akan tercapai, serta dapat memberikan kontribusi
yang nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada
umumnya.
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